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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu 
dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2021 Periode I (Januari – Maret 
) dapat diselesaikan. 

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 
tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, 
merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai KIPM 
Ambon menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi 
serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat 
kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Balai KIPM Ambon. Kinerja Balai 
KIPM Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan 
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah 
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Balai KIPM Ambon Tahun 2021.     

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana 
yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukan capaian 
sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat 
dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap 
komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat 
dipisahkan.  

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui 
laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan 
efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun 
tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan Good Governance dan Clean 
Goverment. 

Ambon,   12 April  2021 
Kepala, 
 
 
 
 
 
 
Ashari Syarief, S.Pi., MP. 
NIP. 196905151995031002
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas 

akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelengaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut 

salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan 

perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta 

keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut 

untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien 

sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban 

BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 untuk 

mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan 

pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta 

sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja 

BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut 

juga merupakan amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 



 

 2

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

1.2 Gambaran Umum Organisasi 

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia  

Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis  Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan 

operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan 

mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama 

dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di 

dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, 

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem 

manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. 

Balai KIPM Ambon mengemban tugas melaksanakan pencegahan 

masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara 

Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam 

pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Ambon menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar 

Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia; 

b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan 

tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan 

Negara tujuan; 

c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan 

Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan 

dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; 

d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama 

dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan 

keamanan hayati ikan; 
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e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil 

perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); 

f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; 

g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan 

Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; 

h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, 

mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; 

i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan 

keamanan hayati ikan; 

j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan 

keamanan hayati ikan; 

k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh 

ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi 

penerapan program manajemen mutu terpadu; 

l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan 

laboratorium; 

m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan 

keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; 

n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, 

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati 

ikan; dan; 

o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha. 

Struktur organisasi Balai KIPM Ambon sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 

terdiri dari:  
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1. Kepala  

Balai KIPM Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina 

Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh 

seorang kepala. Kepala Balai KIPM Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa 

yang membawahi 3 Jabatan Struktural eselon IVa dan 1 (satu) kelompok 

Jabatan Fungsional, Namun dengan adanya perubahan struktur maka Unit 

Pelaksana Teknis Balai KIPM Ambon maka jabatan strukturan untuk masing-

masing seksi berubah menjadi jabatan fungsional, yaitu sub koordinator. 

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan 

serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung 

jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain: 

 Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina 

Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina 

Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

 Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila 

terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

 Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar 

memberikan petunjuk kepada bawahan. 

 Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian 

bimbingan kepada bawahannya. 

2. Sub koordinator bagian Tata Usaha 

Sub koordinator bagian Tata Usaha pada Balai Karantina Ikan 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Ambon mempunyai tugas dalam hal 

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.   
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3. Sub Koordinator Bagian Tata Pelayanan 

Sub koordinator bagian tata pelayanan mempunyai tugas melakukan 

pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan 

keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan 

melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan 

Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil 

perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi 

mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati 

(biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta 

pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina 

dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu. 

4. Sub Koordinator Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Informasi 

Sub koordinator bagian pengawasan, pengendalian, dan informasi 

mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan 

Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, 

pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan 

keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan 

contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka 

sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem 

manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan 

pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan 

ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati 

ikan 

5. Kelompok Jabatan Fungsional.   

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.  Kelompok jabatan fungsional terdiri dari 

jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan 

fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator 

jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.  

Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan 

Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit 

Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau 

koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam 

penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan 

pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja  

 

1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai KIPM Ambon 

 

Arah kebijakan dan strategi Balai KIPM Ambon harus sesuai dengan 

arah kebijakan BKIPM dan berkaitan dengan arah kebijakan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan serta diselaraskan dengan perkembangan 

lingkungan yang dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut Balai KIPM 

Ambon  telah menetapkan beberapa arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI ISO/IEC 

17025:2017, ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17020:2012. 

Balai KIPM Ambon untuk mencapai visi dan misinya sebagai 

laboratorium acuan internasional dan lembaga inspeksi perlu menerapkan 

beberapa sistem manajemen mutu yang telah terintegrasi, yaitu SNI 

ISO/IEC 17025:2017 untuk laboratorium penguji, ISO 9001:2015 untuk 

pelayanan sertifikasi, ISO/IEC 17020:2012 sebagai lembaga inspeksi. 
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b. Peningkatan kerjasama teknis laboratorium secara Nasional. 

Untuk meningkatkan kerjasama teknis laboratorium skala nasional, 

maka Laboratorium Balai KIPM Ambon turut serta dalam kegiatan jejaring 

laboratorium baik, jejaring laboratorium penyakit ikan/kesehatan ikan 

maupun jejaring laboratorium pangan/mutu hasil perikanan. 

Isu strategis pembangunan perkarantinaan, keamanan hayati ikan, 

mutu, dan keamanan hasil perikanan dilihat dari prioritas pembangunan 

kelautan dan perikanan, sebagai berikut : 

1. Pengawasan Hama dan penyakit ikan; 

2. Pengawasan yang terintegrasi di wilayah perbatasan; 

3. Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Ketahanan 

Pangan; 

3.  Daya Saing dan Nilai Tambah Hasil Perikanan 

1.4 Sistematika dan Penyajian 

 

Sistematika dan isi Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon merujuk pada aturan 

dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut: 

1. Ringkasan Eksekutif: bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas 

tentang tujuan, sasaran dan capaian kinerja selama Tahun 2020. 

2. BAB I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas 

pokok fungsi dan struktur organisasi Balai KIPM Ambon. 

3. BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana 

Strategis Pembangunan Balai KIPM Ambon 2020-2024 dan Rencana 

Kinerja Tahunan Balai KIPM Ambon Tahun 2020. 

4. BAB III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja 

berdasarkan penetapan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban 

terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2020. 

5. BAB IV. Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan kinerja 

dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah 

dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran Tahun 
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2020, di samping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan 

kinerja di masa mendatang. 

6. Lampiran-lampiran, memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel 

yang menjelaskan antara lain Bagan Organisasi Balai KIPM Ambon, 

Rencana Strategis 2020-2024, serta Penetapan Kinerja Balai KIPM Ambon. 
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2. PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Rencana Strategis 

 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Ambon telah 

menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang 

ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2020-2024 dengan 

selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini 

memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil 

perikanan. 

Balai KIPM Ambon sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

BKIPM mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan 

Misi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan 

serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai KIPM Ambon dalam 

mendukung pembangunan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan 

hasil Perikanan, maka visi dan misi yang di emban Balai KIPM Ambon 2020-

2024 adalah sebagai berikut: 

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” 

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 

2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka 

BKIPM Ambon menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 

2020-2024, yaitu: 

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya 

Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan 

Perikanan terhadap Perekonomian Nasional; 

2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui 

Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;  
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3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan 

Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP. 

2.2 Tujuan 

 

Dalam Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu 

dan keamanan Hasil perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan 

yang mengacu pada pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

BKIPM Ambon  bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu: 

1. Meningkatkan konstribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan 

mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui 

penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta 

keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap 

kesehatan manusia, ikan dan lingkungan, 

2. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri 

perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam 

rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk 

perikanan, 

3. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang 

integrative, serta 

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu dan KeamananasilH Hasil Perikanan Ambon. 

2.3 Sasaran 

Dalam penyusunan sasaran strategis, Balai KIPM Ambon 

menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi 

dalam empat perspektif, yaitu Stakeholders perspective, Costumer  

perspective, internal process perspective, dan learning and growth 

perspective  sebagaimana terlihat pada bagan 2. 
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Bagan 2. Peta Strategi Balai KIPM Ambon 

 

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan 

perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis dan kondisi outcome/impact 

yang diinginkan dicapai BKIPM Ambon dari program yang dilaksanakan yaitu: 

1. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing  

Dalam rangka mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang 

berdaya saing maka Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil perikanan Ambon (BKIPM Ambon) diharapkan dapat 

mewujudkan Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat 

ekspor lingkup Balai KIPM Ambon sebesar 99% pada tuhun 2024, melalui 

penerapan standar dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan 

hasil perikanan.  

Selain itu Balai KIPM Ambon diharapkan dapat meningkatkan daya saing 

produk perikanan Maluku dengan melakukan inovasi seperti percepatan 

Tersedianya kebijakan 
pembangunan yang efektif 

Terselenggaranya system 
perkarantinaan dan 

pengendalian keamanan hayati 
ikan yang sesuai standar In
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layanan sertifikasi kesehatan ikan, HACCP, Cara Karantina Ikan yang Baik 

(CKIB) serta mengupayakan terwujudnya direct call ekspor komoditi 

perikanan dari Ambon ke beberapa negara tujuan ekspor yang potensial. 

2. Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 

Guna mewujudkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 

yang integratif maka BKIPM Ambon melaksanakan kegiatan pengawasan 

lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta 

pengawasan jenis ikan invasiv dan lartas di pintu-pintu pemasukan dan 

pengeluaran serta di daerah perbatasan dengan memperkuat fungsi 

Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan instansi terkait.  

Beberapa indikator kinerja yang diemban BKIPM Ambon dalam rangka 

pencapaian sasaran strategis pengawasan sumberdaya kelautan dan 

perikanan yang integratif adalah sebagai berikut: 

1) Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar 

zona lingkup Balai KIPM Ambon dengan target capaian pada tahun 

2024 sebesar 95%. 

2) Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan 

mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Ambon dengan target 

capaian pada tahun 2024 sebesar 90%. 

3) Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang 

dilarang, dilindungi dan di batasi  lingkup Balai KIPM Ambon dengan 

target capaian pada tahun 2024 sebesar 90%. 

4) Jumlah sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)/Cara karantina Ikan yang 

Baik (CKIB) yang akan dicapai pada tahun 2024 sebesar 15 sertifikat. 

5) Jumlah lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan 

domestik yang akan dicapai pada tahun 2024 sebanyak 5 (lima) lokasi.  

6) Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan sistem traceability 

ditargetkan dapat mencapai 20 Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada tahun 

2024. 

7) Ruang lingkup produk yang dijamin melalui PMMT/HACCP ditargetkan 

dapat mencapai 60 sertifikat pada tahun 2024. 
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8) Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan 

ekspor ditargetkan dapat mencapai 20 UPI pada tahun 2024. 

9) Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang 

diidentifikasi ditargetkan dapat mencapai 5 (lima) lokasi pada tahun 

2024. 

10) Jumlah Lokasi sebaran Penyakit Ikan Yang diidentifikasi ditargetkan 

dapat mencapai 12 lokasi pada tahun 2024. 

11) Sertifikat CPIB Suplier/Unit Pengumpul ditargetkan dapat mencapai 16 

sertifikat CPIB pada tahun 2024. 

12) Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan 

dan sistem mutu yang diselesaikan ditargetkan dapat mencapai 95% 

pada tahun 2024. 

13) Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh 

BKIPM Ambon dari kegiatan sertifikasi kesehatan ikan dan pengujian 

laboratorium diharapkan dapat mencapai Rp.1.000.000.000,00 pada 

tahun 2024. 

 

3. Tata kelola pemerintahan yang baik. 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka 

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

menetapkan beberapa indikator kinerja yang diharapkan dapat mencapai 

atau melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, Adapun 

indikator kinerja yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1) Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup BKIPM 

Ambon ditargetkan dapat mencapai 85% pada tahun 2024. 

2) Diperolehnya predikat WBK BKIPM Ambon melalui hasil penilaian Tim 

Penilai Nasional diharapkan dapat terwujud paling lambat pada tahun 

2024. 

3) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BKIPM Ambon diharapkan dapat 

mencapai nilai 87 pada tahun 2024. 

4) Nilai rekonsiliasi kinerja BKIPM Ambon diharapkan dapat mencapai 88 

pada tahun 2024. 
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5) Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM Ambon 

ditargetkan dapat mencapai 97 pada tahun 2024.  

6) Nilai kinerja anggaran BKIPM Ambon pasda tahun 2024 diharapkan 

dapat mencapai 98%. 

7) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan 

untuk Perbaikan Kinerja diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun 

2024. 

 

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 

2021 

Tabel 1. Capaian Kinerja Balai KIPM  Tahun 2021  

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
TARGET 

1 Industrialisasi 
KP yang 
Berdaya Saing 

1 Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan 
memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan 
ikan di Balai KIPM Ambon (%) 

98 

2 Sumberdaya 
Kelautan yang 
berkelanjutan 
 

2 Persentase ikan dan hasil perikanan impor 
memenuhi persyaratan mutu dan bebas 
penyakit lingkup Balai KIPM Ambon (%) 

100 

3 Tingkat keberhasilan pengawasan di 
exit/entry point perbatasan di Balai KIPM 
Ambon (%) 

70 

4 Presentase pencegahan impor, ekspor, 
antar area jenis ikan yang dilarang, 
dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai 
KIPM Ambon (5) 

90 

5 Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai 
KIPM Ambon 

3 

6 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan 
yang menerapkan Sistem Traceability (UPI) 
di Balai KIPM Ambon 

4 

7 Ruang lingkup produk yang dijamin melalui 
sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) 
di Balai KIPM Ambon 

20 

8 Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan 
ekspor di Balai KIPM Ambon (UPI) 

7 

9 Penambahan ruang lingkup parameter uji 
yang terakreditasi di Balai KIPM Ambon 
(Parameter Uji) 

8 

10 Penerapan sistem manajemen mutu yang 
berstandar international/ISO di Balai KIPM 
Ambon (Unit Kerja) 

1 
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11 Penanganan kasus pelanggaran 
perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan 
sistem mutu yang diselesaikan di Balai KIPM 
Ambon (%) 

85 

3 Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang baik di 
BKIPM 

12 Indeks profesionalisme ASN di Balai KIPM 
Ambon (nilai) 

73 

13 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM 
Ambon (nilai) 

A (87) 

14 Nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon 
(nilai) 

85 

15 Unit yang menerapkan Inovesi Pelayanan 
Publik BKIPM di Balai KIPM Ambon (UPT) 

1 

16 Nilai IKPA di Balai KIPM Ambon (nilai) 89 
17 Nilai kinerja anggaran di Balai KIPM Ambon 

(nilai) 
86 

18 Presentase rekomendasi hasil pengawasan 
yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja 
di Balai KIPM Ambon (%) 

65 
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3. AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1 Capaian Kinerja 

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan 

analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja 

layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat 

manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian 

target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang 

telah disepakati sebelumnya. 

Berikut ini disampaikan ringkasan capaian indikator kinerja Balai KIPM 

Ambon  tahun 2021 Periode I, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 di bawah 

ini. 

Tabel 2. Capaian Kinerja Balai KIPM  Tahun 2021  

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

TRIWULAN I 
TARGET REALISASI % 

1 Industrialisasi 
KP yang 
Berdaya Saing 

1 Presentase ekspor ikan 
dan hasil perikanan 
memenuhi persyaratan 
mutu dan kesehatan ikan 
di Balai KIPM Ambon (%) 

98 98 100% 

2 Sumberdaya 
Kelautan yang 
berkelanjutan 

 

2 Persentase ikan dan hasil 
perikanan impor 
memenuhi persyaratan 
mutu dan bebas penyakit 
lingkup Balai KIPM 
Ambon (%) 

100 100 100% 

3 Tingkat keberhasilan 
pengawasan di exit/entry 
point perbatasan di Balai 
KIPM Ambon (%) 

70 70 100% 

4 Presentase pencegahan 
impor, ekspor, antar area 
jenis ikan yang dilarang, 
dilindungi dan dibatasi 
lingkup UPT Balai KIPM 
Ambon (5) 

90 90 100% 

5 Jumlah sertifikat IKI/CKIB 
lingkup UPT Balai KIPM 
Ambon 

3 0 0 

6 Unit Penanganan 
dan/atau Pengolahan 
Ikan yang menerapkan 

4 0 0 
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Sistem Traceability (UPI) 
di Balai KIPM Ambon 

7 Ruang lingkup produk 
yang dijamin melalui 
sertifikasi 
(PMMT/HACCP) 
(Rekomendasi) di Balai 
KIPM Ambon 

5  5 100% 

8 Jumlah UPI yang 
memenuhi persyaratan 
ekspor di Balai KIPM 
Ambon (UPI) 

3 3 100% 

9 Penambahan ruang 
lingkup parameter uji 
yang terakreditasi di Balai 
KIPM Ambon (Parameter 
Uji) 

8 8 100% 

10 Penerapan sistem 
manajemen mutu yang 
berstandar 
international/ISO di Balai 
KIPM Ambon (Unit Kerja) 

1 0 0 

11 Penanganan kasus 
pelanggaran 
perkarantinaan, 
keamanan hayati ikan 
dan sistem mutu yang 
diselesaikan di Balai 
KIPM Ambon (%) 

95 95 100% 

3 Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang baik di 
BKIPM 

12 Indeks profesionalisme 
ASN di Balai KIPM 
Ambon (nilai) 

73 0 0 

13 Nilai Penilaian Mandiri 
SAKIP Balai KIPM 
Ambon (nilai) 

A (87) 0 0 

14 Nilai rekonsiliasi kinerja 
Balai KIPM Ambon (nilai) 

85 0 0 

15 Unit yang menerapkan 
Inovasi Pelayanan Publik 
BKIPM di Balai KIPM 
Ambon (UPT) 

1 0 0 

16 Nilai IKPA di Balai KIPM 
Ambon (nilai) 

89 0 0 

17 Nilai kinerja anggaran di 
Balai KIPM Ambon (nilai) 

86 0 0 

18 Presentase rekomendasi 
hasil pengawasan yang 
dimanfaatkan untuk 
perbaikan kinerja di Balai 
KIPM Ambon (%) 

15 15 100% 
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3.2 ANALISIS DAN EVALUASI 

 

Sasaran Strategi 1.  Industrialisasi KP yang Berdaya Saing 
 

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur 

dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang 

ditetapkan sebagai Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor. 

IKU 1 
Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi 
persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai 
KIPM Ambon 

Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu 

dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon merupakan indikator 

layanan kepastian bahwa hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah 

RI khususnya dari provinsi Maluku bebas dari hama penyakit ikan 

karantina/penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan 

dokumen yang mneyertai serta bebas/tidak berpotensi sebagai pembawa 

penyakit zoonosis (bersifat menular ke manusia). Keberhasilan capaian 

sasaran strategis terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan 

perikanan mempunyai IKU Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan 

memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM 

Ambon Angka persentase target tahun 2021 Periode I adalah 98 %, pada bulan 

januari terdapat penolakan untuk 2 sertifikat ekspor terkait ditemukannya virus 

Covid-19 pada kemasan produk hasil perikanan yang membuat 2 sertifikat ke 

negara tujuan Cina harus dibatalkan. Untuk itu dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut.  

Tabel 3 Capaian IKU 1 pada Periode I  dan Target 2021  

SP.1 Industrialisasi KP yang Berdaya Saing 

IK.1 Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan 
mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 

Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tahun 
2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

98 98 98 98 100 % 100 % 98 100 % 
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Sasaran Strategis 2.   Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan 

 
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran 

terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan, dengan capaian kinerja sebagai berikut. 

 

IKU 2 
Persentase ikan dan hasil perikanan impor memnuhi 
persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai 
KIPM Ambon 

Dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke 

Indonesia 

agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi 

usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta 

memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha 

pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi 

kebutuhan konsumsi dalam negeri, maka Importir perikanan harus memenuhi 

persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke 

dalam wilayah RI. Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi 

produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan.  

Indikator persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi 

persyaratan mutu dan bebas penyakit diukur berdasarkan evaluasi tindakan 

karantina terhadap pemasukan media pembawa kedalam wilayah RI, dengan 

menghitung persentase sertifikat Pelepasan (KI-D12) yang diterbitkan UPT 

KIPM serta tindakan pengujian laboratorium yang dilakukan UPT yang terdapat 

kegiatan pemasukan impor dalam mencegah penyakit ikan karantina sesuai list 

hama penyakit ikan karantina (HPIK)yang terdapat di dalam Kepmen KP 

No.91/KEPMEN-KP/2018).  

Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan 

mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon.  
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Adapun indikator kinerja ini mempunyai target sebesar 100% tahun 2021 

Periode I , capaian indikator ini pada Periode I sebesar 100% . Untuk itu dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4 Capaian IKU 2 pada Periode I  dan Target 2021  

SP.2 Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan 

IK.2 Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan 
mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Ambon (%) 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 

Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tahun 
2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

- 100 100 100 100 % 100 % - - 

 

 Provinsi Maluku terkhusus Kota Ambon termasuk salah satu pintu 

pemasukan impor, namun sampai dengan periode pertama, tidak terdapat 

impor masuk komoditas perikanan, sehingga dapat menjaga realisasi 

persyaratan mutu impor diangka 100%. 

 

IKU 3 
Presentase tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry 
point perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2020-2024 

dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jumlah lokasi prioritas 

perbatasan ada sebanyak 41 lokasi di 13 provinsi. Wilayah Saumlaki dan 

Maluku Barat Daya termasuk dalam 41 lokasi. 

Target Indikator  Presentase tingkat keberhasilan pengawasan di 

exit/entry point perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon,  indikator iku ini 

mempunyai target 70% sudah terealisasi sampai dengan Periode I adalah 

100% . 

Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan menggunakan form 

kuesioner  perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing- masing indikator 

mempunyai bobot berbeda :  

1. Kegiatan lalu lintas umum (bobot 15)  

2. Fasilitas Sarana dan Prasarana  

Pelayanan dan Pengawasan (bobot 20)  
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3. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 20) 

4. Monev UPT ke wilker (bobot 15) 

5. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) (bobot 20) 

6. SDM Perbatasan (bobot 10) 

Tabel 5 Capaian IKU 3 pada Periode I  dan Target 2021  

SP.2 Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan 

IK.3 Presentase tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point 
perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Realisa
si 2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 
Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tahun 
2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

70 70 70 70 100 % 100 % 68 102.94 % 

 

IKU 4 
Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis 
ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT 
Balai KIPM Ambon 

          

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli 

dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing 

bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Introduksi 

ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di 

Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan 

sungai.  

Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar 

negeri yang secara sengaja dimasukan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. 

Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan 

PERMEN Nomor 41/ PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis 

Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.  

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui 

pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam 

wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya 

dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang 

partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya 

dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang 
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partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya 

pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan 

dibatasi sesuai ketentuan peraturan.  

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan 

ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, 

termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).  

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap 

siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian 

tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi 

adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu,wilayah sebaran 

tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup 

tertentu.  

Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang 

dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon,  indikator iku 

ini mempunyai target 90% sudah terealisasi sampai dengan Periode I adalah 

100 %. 

Tabel 6. Capaian IKU 4 pada Periode I dan Target Tahun 2021 

SP.2 Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan 

IK.4 Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, 
dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 
Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tahun 
2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

90 90 90 90 100 % 100 % 90 100 % 

 

IKU 5 Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

 Dalam pencapaian iku 5  Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai 

KIPM Ambon target 3, realisasi capaian sampai Periode I adalah 0 %. 
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Tabel 7 Capaian IKU 5 pada Periode I dan Target 2021  

SP.2 Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan 

IK.5 Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 
Target 
2021 

Target Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tahun 
2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

2 3 0 0 - 0 % 3 0 % 

 

IKU 6 
Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang 
menerapkan Sistem Traceability (UPI) lingkup UPT Balai 
KIPM Ambon 

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran 

(traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan 

dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan 

keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan 

sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai 

tambah dan daya saing di pasar global. Penerapan metode ini diberlakukan 

pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen 

keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan 

persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini 

dilakukan melalui cara: (a) diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan 

nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri; (b) pengembangan sistem 

informasi terpadu hasil perikanan; (c) pengembangan kendali mutu pada 

pasokan bahan baku olahan (d) penguatan akses masyarakat terhadap 

kemudahan informasi hasil perikanan.  

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem 

jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan 

hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil 

perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri 

proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemprosesan, 

maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM 

melakukan mekanisme penjaminan mutu tetrhadap penerapan sistem 

ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang 
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telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk 

mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai 

dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal 

tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang 

bemasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang 

ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.  

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem 

traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan 

sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil 

perikanan.  

Untuk Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan 

Sistem Traceability (UPI) lingkup UPT Balai KIPM Ambon, target 4, realisasi 

tahun 2021 sampai dengan Periode I adalah  0. 

Tabel 8. Capaian IKU 6 pada Periode I dan Target 2021 

SP.2 Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan 

IK.6 Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan Sistem 
Traceability (UPI) lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 
Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tahun 
2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

3 4 0 0 - 0 % 4 0 % 

 

IKU 7 
Ruang lingkup produk yang dijamin melalui 
sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) lingkup 
UPT Balai KIPM Ambon 

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen 

keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap 

bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada  

hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil 

perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau 

manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: 

Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya 

yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan 
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dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya 

keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan 

HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap 

persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan 

melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP 

tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.  

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan 

makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan 

terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia 

dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem 

HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, 

tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan 

dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap 

bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk 

memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan 

untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian 

pada produk akhir (end product testing). Sertifikat penerapan PMMT/HACCP 

merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit 

Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. 

Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai 

Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.  

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP 

di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat 

PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun 

perpanjangan yang diterbitkan pada tahun berjalan serta verifikasi terhadap UPI 

yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan 

efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan 

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan 

penanganan dan/atau pengolahan di UPI.  

Indikator kinerja Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi 

(PMMT/HACCP) (Rekomendasi) lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai 
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target sebesar 20 tahun 2021 dan realisasi  sebesar 5 sampai dengan Periode 

I, Untuk itu, dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 9 Capaian IKU 7 pada Periode I dan Target 2021  

SP.2 Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan 

IK.7 Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) 
(Rekomendasi) lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 
Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target 
Tahun 2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

- 20 5 5 100 % 25 % 20 25 % 

 

IKU 8 Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor 
lingkup UPT Balai KIPM Ambon (UPI) 

Indikator pelaku usaha dalam hal ini Unit Usaha Perikanan yang memenuhi 

persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah bersertifikat HACCP dan 

terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Pada unit usaha yang menerapkan 

prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan 

penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan 

untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem 

jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada 

Permen KP No.19/2010.  

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor 

diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan 

terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan 

menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang 

meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi 

PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran.  

Indikator kinerja Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor 

lingkup UPT Balai KIPM Ambon (UPI) mempunyai target sebesar 9 tahun 2021 

dan realisasi sebesar 3 Untuk itu, dapat dilihat sebagai berikut. 
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Tabel 10 Capaian IKU 8 pada Periode I dan Target 2021 

SP.2 Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan 

IK.8 Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor lingkup UPT Balai KIPM 
Ambon (UPI) 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 

Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target 
Tahun 2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

18 9 3 3 100 % 33,4 % 7 42.85 % 
 

IKU 9 
Penambahan ruang lkingkup parameter uji yang 
terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon 
(Parameter Uji) 

Capaian IKU 12 Penambahan ruang lkingkup parameter uji yang 

terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Parameter Uji) mempunyai target 

tahun 2021 adalah : 8 ruang lingkup, realisasi capaian iku ini sampai dengan 

Periode I tahun 2021 adalah sebesar : 8 ruang lingkup.  

Laboratorium Balai KIPM Ambon telah direakreditasi sistem manajemen 

mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN (Komite Akreditasi nasional) sesuai 

dengan sertifikat akreditasi nomor LP-658-IDN yang ditetapkan tanggal 11 Juli 

2019.  Balai KIPM Ambon juga telah tersertifikasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 untuk pelayanan publik. 

Realisasi indikator ini diukur dengan menghitung jumlah sistem 

manajemen mutu yang telah konsisten diterapkan di laboratorium Balai KIPM 

Ambon melalui audit internal dan kaji ulang manajemen. Pada tahun 2021 

Periode I ini, Balai KIPM Ambon telah menerapkan 8 (delapan) sistem 

manajemen mutu atau telah tercapai 100%. 

Tabel 11 Perbandingan Capaian IKU 9 pada Periode I dan Target 2021  

SP.2 Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan 

IK.9 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT 
Balai KIPM Ambon (Parameter Uji) 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 

Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tahun 
2021 

Targ
et 

% Capaian 
thd Target 
Renstra 

8 8 8 8 100 % 100 % 8 100 % 
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IKU 10 Penerapan system manajemen mutu yang berstandar 
internasional/ISO lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap sistem 

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan 

melalui kegiatan official control mulai dari hulu sampai hilir, maka Badan 

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) 

selaku Otoritas Kompeten perlu melakukan verifikasi terhadap penerapan 

kegiatan tersebut, untuk memastikan bahwa sistem apakah sudah berjalan 

sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara tujuan dan atau 

peraturan/prosedur yang telah ditetapkan di Indonesia. Kegiatan supervisi 

dilakukan oleh personil lingkup Bidang Manajemen Mutu dan tenaga ahli yang 

merupakan asesor yang menangani lembaga inspeksi di Komite Akreditasi 

Nasional (KAN). Output dari kegiatan supervisi tersebut yaitu UPT KIPM dapat 

mengetahui kekurangan dalam penerapan sistem Manajemen Mutu yang 

terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) dan dokumen mutu yang perlu 

dilengkapi pada saat pendaftaran dan/atau assesment serta adanya masukan 

terhadap penyelenggaraan inspeksi melalui kegiatan witness. 

Pencapaian IKU 10 Penerapan system manajemen mutu yang 

berstandar internasional/ISO lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target 

1 tahun 2021,  realisasi capaian IKU 10 dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 12 Perbandingan Capaian IKU 10 pada Periode I dan Target 2021  

SP.2 Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan 

IK.10 Penerapan system manajemen mutu yang berstandar internasional/ISO 
lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 Renstra BKIPM 
2020-2024 

Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target 
Tahun 2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

- 1 0 0 - 0 % 1 - 
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IKU 11 
Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, 
keamanan hayati ikan dan system mutu yang 
diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, 

keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya 

yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkaratinaan 

dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan 

gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.  

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan 

dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan 

bahan keterangan (wasmatcapulbaket). Wasmatcapulbaket dilanjutkan 

dengan:  

1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur 

pidana UU Nomor 16 Tahun 1992;  

2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 

Tahun 1992;  

3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana 

UU Nomor 16 Tahun 1992; dan  

4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.  

Pencapaian IKU 11 Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, 

keamanan hayati ikan dan system mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai 

KIPM Ambon mempunyai target 95%, Realisasi capaian IKU ini adalah 100%. 

Tabel 13 Perbandingan Capaian IKU 11 pada Periode I dan Target 2021 

SP.2 Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan 

IK.11 Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan 
dan system mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 

Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target 
Tahun 2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

95 95 95 95 100 % 100 % 85 111.76 

% 
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Sasaran Strategis 3. Tata Kelola Pemerintahan yang baik 
 

IKU 12 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM 
Ambon 

 

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap 

profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk 

melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik 

yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, 

kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas 

jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).  

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas 

ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal 

dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 

tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. 

Pencapaian IKU 12 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM 

Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 73, realisasi capaian IKU 12 

adalah sebesar 0 sampai dengan Periode I Tahun 2021. 

Tabel 14 Capaian IKU 12 pada Periode I  dan Target 2021  
 

SP.3 Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM  

IK.12 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 

Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target 
Tahun 2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

72 73 0 0 - 0 % 73 0 % 

 

IKU 13 Nilai penilaian mandiri SAKIP satker Balai KIPM 
Ambon 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan 

penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten 

dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian 

outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil  
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yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus 

peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP).  Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas 

komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP 

terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, 

pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. 

Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh 

Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP BKIPM pada 2020 adalah 86 (kategori 

A/Memuaskan).  

Pencapaian IKU 13 Nilai penilaian mandiri SAKIP satker Balai KIPM 

Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah A (87), realisasi capaian IKU 13 

adalah sebesar A (0) sampai dengan Periode I Tahun 2021. 

Tabel 15 Capaian IKU 13 pada Periode I  dan Target 2021 
  

SP.3 Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM  

IK.13 Nilai penilaian mandiri SAKIP satker Balai KIPM Ambon 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 

Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target 
Tahun 2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

81 87 0 0 - 0 % 87 0 % 

 

IKU 14 Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon 

        Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian 

kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data 

realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari 
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sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/ PMK.02/2011.  

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek 

implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot 

masing- masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk 

pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek 

implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing- masing.  

  Pencapaian IKU 14 Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon 

mempunyai target tahun 2021 adalah 85 realisasi capaian IKU 14 adalah 

sebesar 0 sampai dengan Periode I tahun 2021.  

Tabel 16 Capaian IKU 14 pada Tahun 2021 Periode I dan Target 2021 

SP.3 Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM  

IK.14 Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon 

Realisasi  
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 
Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target 
Tahun 2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

85 85 0 0 - 0 % 85 0 % 

 

 

IKU 15 Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik lingkup 
UPT Balai KIPM Ambon 

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang 

merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang 

memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung (PermenPAN & RB No. 30/2014). Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu 

memberikan perbaikan pelayanan publik, memberikan manfaat bagi 

masyarakat, dapat dan/atau sudah direplikasi (role model), berkelanjutan, dan 

inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.  

        BKIPM Ambon sedang dalam tahap menggagas untuk mebuat aplikasi 

Silapa Tua yang memudahkan akses untuk melakukan stuffing, surveilane dan 

inspeksi secara online, sebagai bentuk inovasi dalam masa pandemick covid-

19. Aplikasi ini diharapkan segera rampung dan dapat digunakan sebagaimana 
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mestinya, untuk memudahkan pengguna jasa dan merupakan terobosan yang 

mempercepat layanan BKIPM. Aplikasi ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 

2021. Sementara untul Pencapaian IKU 15 Unit yang menerapkan Inovasi 

Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 

2021 adalah 1 realisasi capaian IKU 15 adalah sebesar 0 terkait dengan aplikasi 

yang masih dalam proses pembuatan.  

Tabel 17 Capaian IKU 15 pada Tahun 2021 Periode I dan Target 2021  

SP.3 Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM  

IK.15 Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai 
KIPM Ambon 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 Renstra BKIPM 
2020-2024 

Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target 
Tahun 2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

- 1 0 0 - 0 % 1 0 % 

 

IKU 16 Nilai IKPA UPT Balai KIPM Ambon 

         Pencapaian IKU 16 Nilai IKPA UPT Balai KIPM Ambon mempunyai 

target tahun 2021 adalah 89 realisasi capaian IKU 16 adalah sebesar 0.  

Tabel 18 Capaian IKU 16 pada Tahun 2021 Periode I dan Target 2021  
 

SP.3 Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM  

IK.16 Nilai IKPA UPT Balai KIPM Ambon 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 

Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target 
Tahun 2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

88 89 0 0 - 0 % 89 0 % 

 

IKU 17 Nilai kinerja anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

         Pencapaian IKU 17 Nilai kinerja anggaran lingkup UPT Balai KIPM 

Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 86, realisasi capaian IKU 17 

adalah sebesar 0. 
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Tabel 19 Capaian IKU17 pada Tahun 2021 Periode I dan Target 2021  
 

SP.3 Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM  

IK.17 Nilai kinerja anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 

Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target 
Tahun 2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

- 86 0 0 - 0 % 86 0 % 

 

IKU 18 
Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang 
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM 
Ambon 

 

         Pencapaian IKU 18 Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang 

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Ambon mempunyai 

target tahun 2021 adalah 65, realisasi capaian IKU 19 adalah sebesar 15. 

Tabel 20 Capaian IKU19 pada Tahun 2021 Periode I dan Target 2021  
 

SP.3 Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM  

IK.18 Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk 
perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Ambon (%) 

Realisasi 
2020 

Tahun 2021 
Renstra BKIPM 

2020-2024 

Target 
2021 

Target 
Tw.I 
2021 

Realisasi 
Tw.I 
2021 

(%) Realisasi 
Target Tw. I 
2021 

(%) Realisasi 
Target 
Tahun 2021 

Target % Capaian 
thd Target 
Renstra 

- 65  15 15 100 % 23 % 65 23.07 % 

 

3.3 Realisasi Anggaran 

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon  pada tahun anggaran (T.A) 2021 

sesuai dengan surat pengesahan DIPA  Nomor : DIPA-032.13.2.649750/2021 

Tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.13.823.106.000,- , realisasi anggaran  

tahun 2021 sampai dengan Periode I adalah sebesar Rp. 1.746.920.100,-atau 

sebesar 12.64 %. 
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Sedangkan pagu dan realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon 

T.A 2021 per jenis belanja dan penyerapan anggaran semesteran, dapat 

disajikan pada Tabel 3.21. 

Tabel 21 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja s/d Periode I Tahun 2021  
 

Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 

Belanja Pegawai 4.500.943.000 790.520.647 17.56 

Belanja Barang 4.028.321.000 491.399.453 12.20 

Belanja Modal 5.293.842.000 465.000.000 8.78 

Total 13.823.106.000 1.746.920.100 12.64 

 
  Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2021 Periode I 

untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 3.22. 

Tabel 22 Penyerapan Anggaran per Kegiatan s/d Periode I Tahun 2021  
 

Program/ Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 

Program 

Pengembangan Karantina Ikan, 
Pengendalian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan 

13.823.106.000 1.746.920.100 12.64 

Kegiatan 

Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya BKIPM 

7.923.659.000 1.647.695.300 20.79 

Karantina Ikan 4.747.501.000 63.532.800 1.34 

Pengendalian Mutu 503.000.000 15.482.000 3.08 

Standardisasi Sistem dan 
Kepatuhan 

648.946.000 20.210.000 3.11 
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4. PENUTUP 

 

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2021, 

secara umum seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Balai KIPM Ambon dan berhasil 

mencapai sasaran sesuai rencana strategis, meskipun masih terdapat beberapa indikator 

kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pandemic 

Covid-19 yang melanda Indonesia khusus Provinsi Maluku sehingga mengurangi mobilitas 

maupun frekwensi pengiriman pengguna jasa karantina dan mutu hasil perikanan. Adapun 

rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan dalam pencapaian sasaran 

yang telah ditetapkan, yaitu perlu adanya akselerasi upaya percepatan pelaksanaan kegiatan 

dan anggaran yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja Balai KIPM 

Ambon. 

Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon triwulan I tahun 2021 ini diharapkan dapat 

menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya 

pemerintahan yang baik (good governance), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan 

dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja 

(Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial 

Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.  

 

 

 

Ambon, 12 April 2021 
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Lampiran.1 Perjanjian Kinerja Balai KIPM Ambon  
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Lampiran 2 .Bukti Dukung IKU 1 & 10 

 

  

  



 

 41

  



 

 42

     Lampiran 3 .Bukti Dukung IKU 6 
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         Lampiran 4 .Bukti Dukung IKU 7 
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                  Lampiran 5 .Bukti Dukung IKU 8 
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                  Lampiran 6 .Bukti Dukung IKU 18 
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